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BAB IV  

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan 

mengenai Penempatan Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka 

Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Kabupaten Keerom banyak yang 

telah peneliti temui berdasarkan data olahan yang peneliti peroleh, 

dengan itu peneliti telah menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :  

 Belum terlaksananya penempatan pegawai negeri sipil yang 

berdasarkan ketentuan/peraturan-peraturan yang berlaku sehingga 

masih ada pegawai yang tidak mengerti akan pekerjaan dan sering 

tidak mengerjakannya. Dan juga ketidaklibatannya Orang Asli 

Papua pada penempatan pada instansi-instansi terkait yang padahal 

Orang Asli Papua harus diprioritaskan dalam penempatan 

dimaksud.   

 Kurangnya kesadaran pegawai bahwa hukum adalah instrumen 

penting dalam kehidupan sehingga pegawai seringkali tidak 

mengindahkan peraturan bahkan sampai melanggar peraturan-

peraturan yang telah dibuat, hal ini yang membuat pekerjaan-

pekerjaan yang hendak dilakukan terkadang tidak dimengerti oleh 

pegawai tersebut karena tidak memiliki sasaran kerja yang dibuat 

berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.  
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B. Saran  

 Adapun saran yang dapat peneliti kemukakan sehubungan 

dengan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut :  

 Kabupaten Keerom ke depannya agar lebih efektif dalam 

menempatkan pegawai dalam posisi atau jabatan tertentu dan 

menggunakan Undang-Undang sebagai instrumen hukum agar 

penempatannya dapat sesuai latar belakang pendidikan pelamar 

dan posisi yang dibutuhkan dinas terkait dan juga agar kedepannya 

lebih memprioritaskan Orang Asli Papua dalam posisi atau jabatan 

dalam pemerintahan.  

 Agar  kedepannya faktor-faktor yang menjadi penunjang seorang 

pegawai ditempatkan dalam posisi/jabatan tertentu agar lebih di 

perhatikan lagi dan juga sumber daya manusia yang dimiliki oleh 

pegawai harus bagus agar dapat berhasil guna dan berdaya guna 

sesuai perundang-undangan yang berlaku dan juga dapat mencapai 

tujuan organisasi yang baik dalam sebuah tata pemerintah.    


